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Pedoman wawancara  

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi Pasal 44 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 terkait 

administrasi digitalisasi sertifikat tanah di Kota Singaraja ?  

2. Bagaimana hambatan dalam penerapan sertifikat tanah elektronik dan 

kekuatan hukum sertifikat tersebut dalam penyelesaian perselisihan 

administrasi pertanahan diwilayah Kota Singaraja? 

Pertanyaan kepada pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 

Singaraja  

1. Sejauh mana progres implementasi sertifikat tanah elektronik di Kota 

Singaraja? 

2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh BPN dalam menerapkan sistem 

sertifikat tanah elektronik? 

3. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh BPN dalam memastikan 

keabsahan dan keamanan data sertifikat tanah elektronik? 

4. Bagaimana cara BPN menangani perselisihan atau ketidaksesuaian data 

antara sertifikat fisik dan elektronik? 

5. Apakah sistem Sistem Informasi Tanah Nasional (SIPN) sudah berfungsi 

optimal dalam mendukung sertifikat elektronik? 

6. Apakah sudah ada kasus sengketa tanah yang melibatkan sertifikat tanah 

elektronik? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya? 
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7. Bagaimana BPN mensosialisasikan sistem sertifikat tanah elektronik 

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya? 

8. Apakah ada pelatihan khusus bagi pegawai BPN dalam mengelola sistem 

sertifikat tanah elektronik? 

9. Bagaimana langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur 

teknologi untuk mendukung digitalisasi sertifikat tanah? 

10. Menurut Anda, bagaimana prospek ke depan dari implementasi sertifikat 

tanah elektronik di Kota Singaraja? 

Pertanyaan kepada Kantor Notaris diwilayah Kota Singaraja  

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan sertifikat tanah elektronik 

dalam praktik notaris? 

2. Apakah sertifikat tanah elektronik sudah diterima secara luas dalam 

transaksi jual beli tanah di Kota Singaraja? 

3. Apakah ada kendala hukum atau teknis yang sering Anda temui saat 

menggunakan sertifikat tanah elektronik? 

4. Bagaimana keabsahan sertifikat tanah elektronik dalam proses verifikasi 

dan pembuktian hukum dalam transaksi tanah? 

5. Apakah sertifikat tanah elektronik dapat mempercepat proses administrasi 

jual beli tanah dibandingkan dengan sertifikat fisik? 

6. Apakah sistem sertifikat tanah elektronik sudah sepenuhnya terintegrasi 

dengan layanan notaris? Jika belum, apa kendalanya? 

7. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan data 

antara sertifikat fisik dengan sertifikat elektronik? 
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8. Apakah ada potensi permasalahan hukum yang bisa timbul akibat peralihan 

dari sertifikat tanah fisik ke elektronik? 

9. Apa saran Anda agar implementasi sertifikat tanah elektronik bisa berjalan 

lebih optimal dan meminimalkan hambatan? 

10. Apakah masyarakat yang datang ke kantor notaris sudah memahami 

mekanisme penggunaan sertifikat tanah elektronik? 

Pertanyaan kepada masyarakat setempat  

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikat tanah elektronik yang mulai 

diterapkan di Kota Singaraja? 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai peralihan dari sertifikat tanah 

konvensional ke sertifikat tanah elektronik? 

3. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat tanah dalam bentuk elektronik? Jika 

belum, apa kendala utama yang Anda hadapi? 

4. Apakah Anda merasa lebih aman dengan sertifikat tanah elektronik 

dibandingkan dengan sertifikat fisik? Mengapa? 

5. Menurut Anda, apakah sertifikat tanah elektronik mempermudah proses 

administrasi pertanahan? Mengapa? 

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami 

sistem sertifikat tanah elektronik? 

7. Apakah Anda pernah mengalami permasalahan administratif dalam 

pengurusan sertifikat tanah? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya? 

8. Apakah Anda merasa cukup mendapatkan sosialisasi atau edukasi mengenai 

penggunaan sertifikat tanah elektronik dari pemerintah atau BPN? 



95 

 

 
 

9. Bagaimana menurut Anda mengenai keamanan data sertifikat tanah 

elektronik terhadap kemungkinan pencurian atau penyalahgunaan? 

10. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam implementasi sertifikat 

tanah elektronik agar lebih efektif bagi masyarakat? 
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1) Narasumber  

Nama  : I Gusti Ayu Hary Swandewi 

Jabatan  : Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Buleleng 

2) Informan 

Nama  : Rina Harindyah 

Jabatan  : Kepala Kantor Notaris Rina Harindyah, S.H. 

3) Responden yang melakukan peralihan ke sertifikat tanah digital 

Nama  : Gede Adi Karamurthi 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat   : Jl. Pulau Komodo, Kel. Banyuning, Kab. Buleleng 

 

Nama  : I Gede Budiada 

Pekerjaan  : Petani/Pekebun 

Alamat  : Banjar Dinas Dauh Margi, Kec. Kubutambaan, Kab.  

Buleleng 

 

Nama  : Nyoman Widyasih 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Alamat  : Jl. Pahlawan Gang.VI, Banjar Tegal, Kab. Buleleng 

Nama  : I Gede Ardhana 

 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Alamat  : Jl. Pulau Buton Gang. Cecoring, Kel. Banyuning, Kab.  

Buleleng 

 

Nama  : I Gede Ardika 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Alamat  : Banjar Dinas Abasan, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada,  

Kab. Buleleng 

 

Nama  : Marlina Aulia 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat  : Jl. Pulau Maluku, Kel. Kampung Baru, Kab. Buleleng 

 

Nama  : I Gede Putra Adnyana 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat  :Jl. Kartini, Kel. Kaliuntu, Kab. Buleleng 
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